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ABSTRAK 

Mitcel Qaisar, 2007/89052  : KOORDINASI HORIZONTAL DALAM  

PENGELOLAAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN 

BERMOTOR DI KANTOR   SAMSAT KOTA PADANG  

 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan 

koordinasi horizontal dalam Kantor Bersama SAMSAT Kota Padang antar 

lembaga yang berada di Kantor Bersama SAMSAT Kota Padang dan juga untuk 

mengetahui bagaimana mewujudkan koordinasi yang efektif dalam pengelolaan 

pembayaran pajak  kendaraan bermotor antara instansi yang ada di Kantor 

Bersama SAMSAT Kota Padang. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan 

metode deskriptif. Informan ditentukan secara purposive sesuai dengan tujuan 

penelitian yang ditetapkan. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data 

sekunder dengan  teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan 

studi dokumentasi. Sedangkan uji keabsahan data dilakukan melalui triangulasi 

data. Kemudian data dianalisis melalui tahap  reduksi data, penyajian data dan 

pengambilan kesimpulan yang dilakukan selama proses  penelitian berlangsung. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa koordinasi antara ketiga instansi 

dalam pengelolaan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT 

Kota Padang dilakukan secara horizontal. Disamping dalam melaksanakan 

koordinasi tersebut dilakukan secara formal dan informal. Namun dengan adannya 

ego sektoral dan persepsi yang berbeda menyebakan lemahnya koordinasi antara 

ketiga instansi tersebut dalam proses pengelolaan pembayaran pajak kendaraan 

bermotor dan dibutuhkan koordinasi yang efektif dalam pengelolaan pembayaran 

pajak kendaraan bermotor tersebut lancar dan sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan. Untuk mewujudkan koordinasi yang efektif antara ketiga instansi 

tersebut dibutuhkan stategi organisasi yang di laksanakan melalui kebijakan-

kebijakan yang dapat meningkatkan kinerja pegawai di Kantor Bersama Samsat 

Kota Padang tesebut. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

 Koordinasi merupakan faktor yang sangat dominan di dalam kehidupan 

suatu organisasi. Oleh karena itu, koordinasi harus secara terus menerus di 

tingkatkan dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara optimal. Didalam 

organisasi dibutuhkan koordinasi, baik  itu organisasi pemerintahan maupun 

organisasi swasta. Koordinasi merupakan suatu proses penyatuan tujuan-tujuan 

organisasi dan kegiatan pada tingkat satu satuan yang terpisah dalam suatu 

 organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. 

Koordinisasi yang efektif dalam organisasi diperlukan karena tanpa adanya 

koordinasi maka setiap anggota dalam organisasi tidak memiliki pegangan mana 

yang harus diikuti, yang akhirnya akan merugikan organisasi itu sendiri. 

 Menurut Indriyo Gito Sudarmo (2001) “Koordinasi adalah usaha untuk 

mengharmoniskan atau menserasikan seluruh kegiatan sehingga dapat mencapai 

tujuan yang diharapkan”. Koordinasi merupakan salah satu fungsi manajemen 

untuk melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan, percekcokan, 

kekosongan kegiatan, dengan jalan menghubungkan, menyatukan dan 

menyelaraskan pekerjaan bawahan sehingga terdapat kerjasama yang terarah 

dalam usaha mencapai tujuan organisasi. Usaha yang dapat dilakukan untuk 

mencapai tujuan tersebut antara lain dengan memberi instruksi/perintah, 

mengadakan pertemuan dan memberikan penjelasan, bimbingan atau nasihat. 

Penetapan mekanisme dalam suatu kegiatan sangat penting untuk mengkoordinasi 

1 
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pekerjaan atau mengorganisasi satu kesatuan yang harmonis. Adanya bermacam-

macam tugas/pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang, memerlukan adanya 

koordinasi dari seorang pemimpin. Adanya koordinasi yang baik dapat 

menghindarkan kemungkinan terjadinya persaingan yang tidak sehat dan atau 

kesimpangsiuran dalam tindakan. Dengan adanya koordinasi yang baik, semua 

bagian dan personel dapat bekerja sama menuju ke satu arah tujuan yang telah 

ditetapkan. Pengkoordinasian diartikan sebagai usaha untuk menyatu padukan  

kegiatan dari berbagai individu agar kegiatan mereka berjalan selaras dengan 

anggota dalam usaha mencapai tujuan. Usaha pengkoordinasian dapat dilakukan 

melalui berbagai cara, seperti: (a)melaksanakan penjelasan singkat (briefing); 

(b)mengadakan rapat kerja; (c)memberikan unjuk pelaksanaan dan petunjuk 

teknis,dan (d)memberikan balikan tentang hasil sutu kegiatan. (Soetjipto:2004). 

 Didalam suatu organisasi ada bermacam-macam tipe koordinasi, salah 

satunya koordinasi horizontal. Koordinasi horizontal yaitu koordinasi 

mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, 

pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan 

yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi yang 

setingkat. Koordinasi horizontal ini dibagi atas Interdiciplinary dan Interrelated. 

Interdisciplinary adalah suatu koordinasi dalam  rangkah mengarahkan, menyatu 

tindakan-tindakan mewujudkan dan menciptakan disiplin antara unit yang satu 

dengan unit yang lain secara intern maupun secara ekstern pada unit yang sama 

tugasnya. Sedangkan interrelated adalah koordinasi antar badan (instansi), unit-

unit yang fungsinya berbeda, tetapi instansi yang satu dengan yang lain saling 
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bergantungan atau mempunyai kaitan baik, cara intern maupun ekstern yang 

levelnya setaraf. 

Koordinasi dalam organisasi ini bertujuan agar para pimpinan lebih mudah 

mengkoordinir sumber daya manusia dan sumber daya lain yang dimiliki 

organisasi tersebut. Kekuatan suatu organisasi tergantung pada kemampuannya 

untuk menyusun berbagai sumber dayanya dalam mencapai suatu tujuan. 

Dengan adanya koordinasi yang efektif maka diharapkan pegawai dapat 

meningkatkan efektifitas kerjanya yang pada akhirnya kualitas produk pelayanan 

publik yang diharapkan organisasi akan mencapai suatu keberhasilan yang sesuai 

dengan keinginan. Dalam mencapai keberhasilan kerja tersebut setiap lembaga- 

lembaga dalam suatu organisasi harus memahami mekanisme dan tata cara 

koordinasi yang baik. 

Salah satu organisasi pemerintahan yang menerapkan sistem koodinasi 

horizontal ini adalah koordinasi antar instansi yang ada Kantor  Sistem 

Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap (SAMSAT). Dalam hal ini ada tiga 

instansi yang terlibat yakni, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD 

Provinsi Sumatera Barat) yang bekerjasama dengan POLRI dan PT. Jasa Raharja 

(Persero). Menurut Instruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamananan No. 

INS/03/M/X/1999, Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 1999 dan Menteri 

Keuangan No. 6/IMK.01/1999 Tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi 

Manunggal Di Bawah Satu Atap Dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor 

Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor 

Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak 
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Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan 

Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.  

Guna mencapai tujuan dalam Pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor  di 

Kantor Bersama SAMSAT Kota Padang, dalam ini terjadi koordinasi suatu 

instansi atau lembaga dengan instansi atau lembaga lainnya. Dalam pengelolaan 

pajak kendaraan di Kantor Bersama SAMSAT Kota Padang ini terjadi koordinasi 

antara tiga instansi yakni Dispenda, Kepolisian dan PT. Jasa Raharja (Persero).  

Meskipun ketiga instansi tersebut telah mempunyai tugas dan peran masing-

masing yang di atur dalam Surat Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Republik 

Indonesia No. Skep/06/X/1999, Direktur Jendral Pemerintahan Umum dan 

Otonomi Daerah No. 973 – 1228  dan Direktur Utama PT. Jasa Raharja (Persero) 

No. SKEP/02/X/1999 Tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Di 

Bawah Satu Atap Dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, 

Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, 

Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, 

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan 

Lalu Lintas Jalan, namun tidak jarang tujuan yang hendak dicapai dalam 

keterkaitan dengan koordinasi tidak dapat diwujudkan.    

Melaksanakan koordinasi tidaklah mudah, perlu penyesuaian serta 

penyerasian dari masing-masing tugas dan fungsi ke dalam suatu ikatan tugas dan 

fungsi. Kelemahan dalam penyesuaian ini sering kali menjadi penyebab 

kegagalan dalam organisasi, terutama dalam organisasi publik. Oleh karena itu, 
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ada baiknya jika dipahami terlebih dahulu kerangka dasar dalam koordinasi 

tersebut. 

Cakupan wilayah kerja Kantor Bersama Samsat Kota Padang terdiri dari 

sebelas kecamatan yang terdiri dari 103 kelurahan, sebagai berikut: Kecamatan 

Padang Utara, Kecamatan Padang Barat, Kecamatan Padang Selatan, Kecamatan 

Padang Timur, Kecamatan Lubuk Begalung, Kecamatan Lubuk Kilangan, 

Kecamatan Koto Tangah, Kecamatan Kuranji, Kecamatan Nanggalo, Kecamatan 

Pauh, dan Kecamatan Bungus Teluk Kabung. 

Berdasarkan itu semua perlu adanya suatu koordinasi horizontal antara 

tiga instansi tersebut untuk menentukan apakah koordinasi dalam pengelolaan 

pajak kendaraan bemotor di Kantor Bersama Samsat kota Padang sudah 

menciptakan dan menjaga efektivitas organisasi dalam pengelolaan pajak 

kendaraan bermotor tersebut sehingga sehingga tujuan organisasi dapat tercapai 

secara keseluruhan. 

Melihat masalah koordinasi maka penulis merasa perlu mengangkat 

masalah ini karena hal koordinasi dapat memberikan masukan dalam menjalankan 

pengelolaan pembayaran  pajak kendaraan bermotor agar mencapai suatu tujuan 

yang dicita-citakan bersama. 

 Berdasarkan penjabaran diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Koordinasi Horizontal  Dalam Pengelolaan Pembayaran 

Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Kota Padang ”. 
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B. Identifikasi Masalah  

  Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas 

maka  dapat diidentifikasikan masalah dalam penelitian yaitu : 

1. Dalam pengelolaan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kantor 

Bersama SAMSAT Kota Padang. dibutuhkan koordinasi yang efektif agar 

pengelolaan pembayaran pajak kendaraan bermotor tersebut lancar dan 

sesuai dengan tujuan yang diharapkan.. 

2. Dengan adanya koordinasi yang efektif diharapkan pegawai dari ketiga 

instansi yang ada di Kantor Bersama SAMSAT Kota Padang. lebih 

meningkatkan efektivitas kinerja dalam pengelolaan pajak kendaraan 

bermotor. 

3. Untuk mewujudkan koordinasi yang efektif di Kantor Bersama SAMSAT 

Kota Padang. dalam pengelolaan pembayaran pajak kendaraan bemotor 

diperlukan langkah-langkah yang tepat dalam menyelenggarakannya. 

C. Batasan Masalah   

Dari identifikasi masalah diatas, agar penelitian ini terarah maka 

permasalahanya dapat dibatasi pada Koordinasi Horinzontal Dalam Pengelolaan  

Pembayaran  Pajak Kendaraan Bermotor  di Kantor Samsat Kota Padang. 
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D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan pembatasan masalah diatas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pelaksanaan koordinasi horizontal dalam Kantor Bersama 

SAMSAT Kota Padang antar lembaga yang berada di Kantor Bersama 

SAMSAT Kota Padang ? 

2. Bagaimana mewujudkan koordinasi yang efektif dalam pengelolaan 

pembayaran pajak  kendaraan bermotor antara instansi yang ada di Kantor 

Bersama SAMSAT Kota Padang ? 

E. Fokus Penelitian  

Supaya pada penelitian ini lebih terfokus dan mengingat keterbatasan dan 

kemampuan yang penulis miliki, serta untuk mempertajam objek pada 

pembahasan, maka peneliti membatasi pembahasannya pada Pelaksanaan 

Koordinasi horizontal  antara instansi di kantor Bersama Samsat Kota Padang 

dalam pengelolaan pembayaran pajak  kendaraan bermotor di Kantor Bersama 

SAMSAT Kota Padang. 

F. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan  yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui pelaksanaan di Kantor Bersama SAMSAT Kota Padang. 

dalam mengadakan koordinasi horizontal antar instansi yang ada supaya 

pengelolaan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kota padang dapat 

mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan bersama.  
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2. Menganalisa koordinasi yang efektif antara instansi di Kantor Bersama 

SAMSAT Kota Padang dalam pengelolaan pembayaran pajak kendaraan 

bemotor. 

G. Manfaat Penelitian  

 Apabila tujuan ini dapat dipenuhi, maka manfaat yang diharapkan dari 

penelitian ini adalah : 

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dijadikan sebagai salah 

satu pijakan penelitian selanjutnya, terutama memberikan masukan 

dalam konsep ilmu pengetahuan di bidang sosial khususnya mengenai  

koordinasi horizontal pada kantor bersama Samsat Kota Padang dalam 

pengelolaan pembayaran pajak kendaraan bermotor. 

2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

masukan dalam menjalankan pengelolaan pembayaran  pajak 

kendaraan bermotor di kantor bersama SAMSAT Kota Padang dan 

instansi-instansi lainnya yang terlibat di dalamnya. 

 

 

 




